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HERALD.ID – Ketersediaan dan kualitas data adalah “kunci” dalam setiap analisis ilmiah terhadap suatu

permasalahan. Ada banyak hal yang dapat dilakukan dengan data, seperti kajian mendalam dan analisis strategi terhadap

suatu kebijakan bahkan pada analisis potensi daerah. Data set menjadi penting untuk selalu tersedia. Oleh karena itu,

diperlukan rujukan yang dapat diandalkan. Tentu, Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia adalah jawaban yang tepat.

Tangkapan layar situs Silastik, Badan Pusat Statistik 03 Juni 2024.

Mayoritas data yang dihasilkan oleh BPS adalah hasil dari kegiatan survei dan observasi. Perlu diketahui bahwa aktivitas

survei ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas perencanaan di dana APBN. Oleh karena itu, secara

rasional seharusnya data yang dihasilkan dapat diakses pula oleh masyarakat umum dan akademisi (warna negara

indonesia) secara bebas tanpa terkecuali. karena APBN bersumber dari pajak yang didapat dari seluruh warga negara.

Adalah menjadi janggal karena dalam ketentuan “nol rupiah” hanya berlaku dalam siklus pemerintah.



Dalam narasi tersebut tidak tertulis untuk masyarakat umum dan akademisi. Apakah masyarakat umum dan akademisi

non pemerintah tidak membutuhkan data tersebut atau dipandang tidak mampu mengolah data tersebut? Hal ini nampak

bertentangan dengan tulisan dalam DIPA Pagu anggaran. Terutama pada kata pemerataan dan adil, karena masyarakat

umum tidak dapat mengakses raw data set.

Redaksional Keadilan dan Pemerataan menjadi Prioritas Nasional dalam Pagu DIPA 2023.

Perlu diketahui dalam DIPA Pagu anggaran tahun 2022 telah mengalami kenaikan pada tahun 2023. Pada tahun 2022

Pagu anggaran sekitar 900 Miliar rupiah dan 2023 menjadi 8 Triliun rupiah. Kenaikan yang begitu siginikan dalam kurun

waktu hanya satu tahun.



Pagu anggaran 2022 BPS

Pagu Anggraan 2023 BPS

Meski telah menjadi sorotan atas usulan kenaikan pada bulan 9 2023 di DPR RI. Namun tetap saja tambahan dana

disahkan jika merujuk pada Pagu anggaran di atas.

Menariknya lagi laporan keuangan BPS tidak diperbaharui lagi sejak 2021 sehingga publik tidak dapat mengetahui

bagaiamana penggunaan anggaran saat ini.

Laporan keuangan pada PPID BPS, Akses 03 Juni 2024

Pemanfaatan data perlu didorong secara maksimal di Indonesia. Adanya barier harga perdata ini tentu akan menghambat

Sasaran Strategis satu (SS1).



Peta Strategi BPS 2020–2024

Kembali kepermasalahan awal. Mengapa kita harus membayar lagi terhadap data survei ini? Mungkin jawabannya akan

merujuk pada peraturan Presiden terkait PNBP pada BPS.

Dari sini kita melihat bahwa titik awal adanya “penjualan” data set ini karena adanya peraturan dan regulasi di tingkat

pusat. Peraturan ini disahkan dan disetujui oleh Presiden.



Jenis PNBP 2024 pada BPS

Kami sebagai masyarakat akademik Indonesia sangat berharap perubahan pada kebijakan ini. Kebijakan yang kemudian

memudahkan dalam akses dan penggunaan data terutama data yang berasal dari BPS yang didukung pelaksanaannya

oleh APBN negara.

Agar tercapai pemerataan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sumber: [1] Silastik BPS, 2024 [2] Laporan Keuangan PPID. [3] Soroti Usulan Tambahan BPS (*)


